BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan hasil penelitian diatas, maka berikut adalah kesimpulan yang

dapat penulis ambil, yaitu:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan dengan
pertama kalinya dengan cara mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota
Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga, sosialisasi dilakukan dengan memasang spanduk/baliho,
pengumuman lisan dan pengumuman tulisan, dan social media. Setiap
harinya pelaksanaan retribusi pariwisata dilakukan pada pukul 08.00-
17.00 WIB maka selama waktu itu Dinas Pariwisata Kota Pariaman
menempatkan petugas-petugas di loket pariwisata, selain petugas
disebutkan juga Dinas Pariwisata Kota Pariaman dibantu oleh Satuan
Polisi Pamong Praja dan Polisi. Dalam pelaksanaan retribusi tersebut
Dinas Pariwisata Kota Pariaman didukung oleh sarana dan prasarana
pos retribusi dan scan tiket elektronik.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pariaman masih belum
optimal, mengingat pendapatan asli daerah Kota Pariaman dari sektor
retribusi tempat rekreasi dan pariwisata masih belum memenuhi target

yang sudah
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ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pariaman, bahkan terjadi penurunan
pada tahun 2022.

Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota
Pariaman 2017-2023

No | Tahun Target Realisasi Persentase
1 2017 Rp.660.620.000 Rp.328.433.000 50%
2 2018 Rp.797.000.000 Rp.403.980.000 51%
3 | 2019 Rp.1.100.000.000 Rp.335.760.000 31%
4 2020 Rp.5.547.000.000 Rp.330.850.000 6%
5 2021 Rp.2.300.000.000 Rp.1.029.956.000 45%
6 2022 Rp.2.300.000.000 Rp.955.480.000 42%
7 2023 Rp.2.300.000.000 Rp.755.822.000 33%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

2. Permasalahan yang ditemukan Pemerintah Kota Pariaman dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ialah sering terjadi
pungutan liar di tempat wisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Pariaman, konflik masyarakat sekitar tempat wisata,
kurangnya sumber daya manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Pariaman, serta kurangnya sarana dan prasarana, anggaran untuk
mengelola pariwisata yang menurun.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Pariaman dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022
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Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah di Kota Pariaman yaitu menunggu laporan pengunjung
dengan menghubungi Satpol PP atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Pariaman, mentoring lapangan yang dilakukan petugas Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Pariaman dan Satpol PP, mengadakan sosialisasi kepada
masyarakat, memanfaatkan pemuda sekitar tempat wisata, melakukan

pelatihan untuk merekrut dan manaikkan kualitas sumber daya manusia
B. Saran

1. Masih terdapat banyak tempat rekreasi dan olahraga yang belum
disebutkan didalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pariaman
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Pariaman, maka penulis
menyarankan untuk menambah objek retribusi didalam Peraturan Daerah
tersebut, berikut beberapa wisata yang belum masuk retribusi tempat
rekreasi dan olahraga di Pariaman seperti Taman Wisata Hutan Mangrove,
Pulau Kasiak, Pulau Ujuang, Pantai Tiram, Air Terjun Batu Basurek,
Muaro Mangguang, Pantai Belibis, dan Gelora Olahraga Rajo Bujang.

2. Diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, dapat
menggandeng media untuk sosialisasi terhadap kebijakan terutama yang
berkaitan dengan promosi dibidang pariwisata serta yang berkaitan dengan
industry pariwisata, dan melibatkan pelanggan atau komonitas dalam
pengembangan pariwisata di Kota Pariaman, mengingat sekarang sudah
berada di era technology industry 4.0.

3. Diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dapat
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menambah pos pemungutan retribusi, hal ini dikarenakan tempat rekreasi
di Kota Pariaman kebanyakan merupakan tempat terbuka, sehingga
diperlukan banyak tempat penjagaan pemungutan retribusi agar lebih
optimal dalam pemungutannya.

. Diharapkan Dinas Olahraga dalam pemungutan retribusi tempat olahraga
harus lebih optimal lagi di Gelora Olahraga Rajo Bujang, mengingat
berdasarkan wawancara yang sudah penulis lakukan dengan pihak Dinas
Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, pemungutan baru dilaksanakan
dalam 3 bulan belakangan dan terkendala juga rasa segan memungut
karena yang sering memakai adalah pegawai Pengadilan Negeri

lingkungan Kota Pariaman.
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